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Memperkuat Posisi Masyarakat

dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam :
Tinjauan dari Perspekiif Politik Agraria

ABSTRACT

Referring to the agrarian polifical perspective, this writing is intended to uncover the historical
side of how the dynamic of agrarian political reform ocourred in the field of government and civil.
sociely. The semiotical aspectof the agrarian poiitic is profoundly expesed by the writer in
order to illuminate the mistakenly-comprehended terminology amongst the psople. This wint-
ing is also studying the historical pericde of the agrarien poiitic from the colonialism era until the
new order era (in 1998). (Keywords: agrarian politic, reform, people-government relation,

dialogical and participatory relation).

Pengantar

Tulisan ini barangkali bukan makalah dalam arti
vang sesungguhnya, Karena isinya hanya
berupa butiran-butiran ringkas mengenai
beberapa pokok pikiran vang menyangkut tema
seperti judul tersebut di atas. Tujuannyahanya
sekedar memberikan sumbangan pemikiran,
yang walaupun sedikit mudah-mudahan ada
juga gunanya.

Uraian berikut ini kita mulai dengan
semacam “penjernihan” mengenai makna
beberapa istilah, paling tidak, menurut paham-
paham yang saya anuf. Pemahaman makna ini
sangat penting untuk diperhatikan agar di dalam
melakukan wacana {mengenai apapun), tidak
terjadi kesimpang-siuran, Kesan saya selama ini
kita seringkali hanya “latab” mengadopsi istitah-
istifah dari luar begitu saja, tanpa menelusuri
febih dulu apa vang ada di belakang istilah
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arti sebuah nama?!” Konotasinya, “nama” itu
tidak penting, yang penting isinya. Orang ini
sebenarnya hanya mengutip dari orang lain
(yang jugamengutip dari orang lain lagi), vang
sengaja atau tidak, mengutip secara koruptit
salah satu bait dari sajak William Shakespeare
yang berbunyi :
“What is in a name?
That, which we call a rose
By any other name would smell as sweet”
(W Shakespeare - Romeo and Jjuliet | Actllscens 1)
Padahal dalam salah satu bait dalam
sajaknya vyang lain, Shakespeare juga
menyatakan :
My words fly wp, my thoughts remain
below. Words without thoughts, never to
heaven go! ™
Artinya, kata-kata itu pasti mengandung
makna. Nama, mengandung makna. Apalagi
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terjemahan yang benar adalah: fhiakna apa
yang terkandung dalam sebuah nama?” Jadi,
mengadopsi secara Hlatah” begitu saja sesuain
kata atay istilah tanpa iebih:dulu memahami
benar maknanya, ‘yang: d‘ik,em;i_d_ian__hari
~melahirkan kesimpang-sivran {dan perdebatan
yang scharusnya tidak.periu), inilah-yang oleh
Francis:Bacon (abad:] 6) _,di_r;e;b_ut_ sebagai “the
: lciol of the market plac [RRTTIE

- Demikianlah: dcn zan: pencvaniar ini qaya %

&}(ail m.engu]ﬁs pengertian nengenai tiga istilah
vang berkaitan dengan fema seminarim, vaing

istilah-istilah “refornrasi’; “poimk dan
“agraria’.
Malkua Istilah “Reformas”.

Sepanjang yang saya ingat, istilah

*reformasit pertama kali bergulir di'Indonesia
setelah kata ito terkandung di dalam LOLdalam
masa akhir dari kepamimpinan Sogharto dalam
rangka minta bantuan IMF untuk mengatasi
krisis moneter saat itu. istilah tersebut laly
diambil-ahh (dengan konoiasi makna vang
berbeda) oleh mahasiswa, oleh LSM, dan oleh
masyarakat luas, dan dijadikan slogan
perjuangan justru untuk menurankan Socharto.

Dalam perkembangan selanjuinya setelah

“lengser’nya Orde Baru, paling-tidale yang
muncul dalam koran-koran, ada tiga macam
pengertian yang mencuat dalam masyarakat
mengenai makna “reformasi”.

Pertame, versi B.J. Habibie, Dia
menyatakan bahwa refermasi adalah suatu pro-
aram perbaikan yang ferencana, bertahap,
evelusioner, grodual, dan konstitusional.

FKedua, verst Soebadio Sastrosatomo
alm.). Dia menyatakan bahwa “reformasi” pada
hakekatnya sama dengan “revolusi”.

Ketiga, pendapat kalangan
“Reformasi memany bukan revolusi, tapi dalam
aspek-aspek tertenitu mengendung nuansa

lain;

. Bagaimana jika semua itu dibandingkan
dengan wacana di kaiang'an ilmiah? Khu_séusnya
dalam literatur ilma-ilmu sosial? M_em;r_ut
berbagai literatur: ' '
(&) . Suaiu pembaruan yang c%mapkan secara
“bertahap, . evolusioner, c*lddual
konstitusional, dst.dst.” (versi Habibie), itu
bukan reformasil. Itu. disebut sebagai
. gerakan reformism, yaitu gerakan yang
. pada hakekatnva m_empakaﬁ _r'_é_/_c_cg{}:a.sa
sasial untuk mempertahankan  siatus
.quo’, tapi dengan kedok pembaruan. (Likat:
Faircitld 1970, juga David Lehman, 1974)
(b)Y Rejormasi adalah suaty  gerakan
pembaruan yang bextujuan untuk membuat
koreksi terhadap bekerjanya instifusi-
institusi, dan berusaha menghilangkan
bermacam “penyakit” yvang dianggap
* sebagai sumber malfinction-nya berbagai
imstitusi, dalam tata-sosial yang ada. Jadi
tujuannya lebih kepada memperbaiki
fungsi, daripada memperbaiki struktur.

Inilah salah sate cirl, yang membedakan
“reformasi” dari “revolusi” (Hoult, 1969:
274,302} _ '

() Reformasi dibedakan dari istilah rekavasa
sesial, karena rekayasa sosial cenderung
menerima nifai-nilai sosial vang ada,
Sedangkan reformasi cenderung menolak
{walaupun hanya sebagian) tata nilai vang
ada {Hoult, 1969: 274). Dalam kalangan
sosiologi, sebenarnya istilah “rekavasa
sosial” iu sendiri sudah ditolak sejak 19438,
karena bernuansa “menipu”(Lazarsfeld,
1975).

(d)y Revolusi adalah pembongkaran semuu
nilai, termasuk nilai-nilai dasar dari tata
sostal vang ada. lmplikasinya, vang
diperbarui adalah strutkur, bukan sekedar
memperbarui fungsi. Memang, reformasi
uea berusaha membongkar nilai-nilai tapi
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S melainkan hanya selected aspects saja dari
tata-sosial yang ada (Hoult, 1969: 302)
(¢) Penggerak reformasi disebut “reformer”,
sedangkan penggerak “reformism”,
" disebut “reformist™! Jadi, di Indonesia
sekarang inf istilah “reformis” it sudah
“terlaniur salah kaprah!
() istitah “reform” (bhs. Ingeris) atau
- freforma” {bhs.Spanyol) itu sedikit
- berbeda dari istilah “reformation” karena
“reform™ memang lebih bernuansa “rapid
“operation” { Tuma, 1963; Christoudoulou,
- 1950)

Makna Istilah “Politik”

Istifah ini berasal dari bahasa Yunanikuno polis

(=kota). Politicon artinya “sosial”. Zoion

politicon | sebenarnya berarti social heing

(makhluk sosial), vaitu makhluk yang hidup

bermasyarakat, berinieraksi satl sama lain.

Karena di kota (polis)lah interaksi anfar-nianusia

itu mencakup hubungan-hubungan kekuasaan,

maka lama-lama istileh zoion peliticon itu
sekatang diberi arti“binatang politik”. Sekarang

di Indonesia, istitah “politik” dapat mempunyai

arti:'

(a) segala sesuatu yang menyangknt masalah
hubungan kekeoasaan; menyanghut masalah
ketata-negaraan.

{b) garis-garis kebijakan (policy).

{¢) langkah-langkah “permainan” (kecoh-
mengkecoh) dalam hal-hal yang berkaitan
dengan hubungan kekuasaen.

Makna Istilah “Agraria”

Istilah ini berasal dari bahasa Latin wger yang
mempunyai arti:

(@) lapangan; sebongkah bumi; bukit kecil
(b) pedusunan (sehagai lawan dari kota)

fer wilayah’ :

“Saudara kembar” dari istilah itu adalal
agger (huraf g dobel}, vang artinya, () tangeu
penahan; (b} pematang; () reruntuhan tanah
(d) jelan tambak; (e) bukit: () tanggul sungai.

Dalam zaman Romawi Kuno, padamasa
masa gwal Republik, semua tanah dalam wialval
negara merupakan milik publil yang tak dibagi
bagi. Rakyat boleh memanfaatkannya, ‘tap
dengan. syarat memberikan semacam upet
kepada négara (baik berupa hasildar
pendayagunaan-ianah fersebut, atau--dengar
semacam Kerja bakii). Tetapi lama-ketamaan
warga-negara asli yang merupakan keturunar
para pendiri Republik Roma, menghakinya
secara mutiak dan turup-fermurun, L

Ketika melalui penaklukan-penakiukan
kemudian Roma berkembang, maka “wilavah
negara bertambah, tapi sekaligus warga-negara
baru (bukan asli) juga bertambah. Karena i
“wilayah negara” itu perle diatur penguasaan
danr pemanfaatannya. Lahiriah undang-undang
agrarfa yang pertama (Leges Agrarice, 486
Seb.Maschi), atas prakarsa Spurius Cassius,
seorang bangsawan anggota Konsul, Undang-
Undang int macet karena ditentang oleh
sebagian besar para bangsawan.

Kurang lebih 120 tahun kemudian.
sebagai akibat keresahan, lahirlah Undang-
Undang barn atas prakarsa Licinius Stolo. RULI-
itya menjadi perdebatan selama sekitar 5 tahun
sebelum akhirnya diterima dan ditetapkan pada
367 tahun Sebelum Masehi. Undang-Undang
ini puil mengaiami nasib yang sama, macet,
Setelah masulc “peti-es™ selamaz lebil dari 200
tahun, esensi UU  Licinius tersebut
diaktualisasikan kemball melalui gerakan
pembaruan agraria vang diprakarsai oleh
Tiberius Gracchus, dan lahirlah UU baru, Lex
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Agraria,pada 133 tahun Seb.Masehi. Sekalilagi,
perlawanan dari mereka yang anti-pembaruan
cukup kuat, bahkan Gracchus pun dibunuh.
Sepuluh tabun kemudian adiknya, yaitu Galus
Gracchus, berusaha untuk melanjutkan usaha
kakaknya, namun ia. pun ._c_ii__br._muh (King,

: §977 31y .
wDemikianiah, _sedikn uraian hxsmr;s
tersebu_t: ~dimaksudkan, _sn__,_ku_dd__l_‘ u_n_t_pzis

- menunjukkan bahwa “politik agraria’-pada
hakekatnya adalah “kebijakan natuk me_ngatp%;‘
dan mengelola wilayah”, Artinya, isi dari istilah
“agraria” itu, ohvelt materiilnya sebenamya
sama ‘dengan apa yang sekarang disebut
sebagal “sumberdaya alam”. Memang,
konmasmya terkesan memberi Lekzman nada
“tanah”. Sebab, tanah i1 mewadahi semuanya.
Kata-kata “pedusnnan”, “wilayah”, *bukit”,
semua it menceriminkan babwa yang dim aksud
dengan agraria itw bukan sekedar “ranah”
Sebab, di’pedusunan’ itu, selain luasan tanah,
ada tumbuh-tmnbuhan, ade air, ada sungai,
mungkin juga ada tambang, danada ..
masyarakat manusial

Memang, pada masa Romawi Kuno itu,
konsep-konsep tentang  “lingkungan®,
“sumberdaya alam”, dil. tentw saja belum
dikenal. Semua ity hanyalah istilah=istilah baru
vang sebenarnya merupakan unsur-unsur lama
vang sudah tercantum dalam ULPA-1960
(*Bumi, air, ruang angkasa, dan kelcayaan vang
terkandung df dalamnya ... dst™).

Jadi, seharusnya, semua Undang-
Undang sektoral wajib berlindung di bawah
UUPA-1960! Hanya karena manipulasi yang
dilakukan oleh penguasa Orde Baru-lah, maka
terjadi kesemrawutan hukum.

Satu lagi catatan kecil. Istilah
“sumberdaya” itu sendiri mengandung bias
pemikiran ckonomi. “Daya” itu harus
Arrmamtantl-an A lmemy 11: Rariee Aielranlaisr

untung sebesar-besarnya. Akibatnya, sumb=35~
L:umbel alam ;m.n_[adl rusak ber antakan Bahkan
manusia pun disebut sebagai "sumberdaya
:mbaoai “m?{mr pmdu}\sz Kmemntu 1“{58[11,15313
pun hat us, diekspioxm' Inilah yang_, ‘melatar
bLlal\.anﬂz texjadxnya gegala “penﬂhlsapqn
manusia oleh manusla yang sebenamya
dltemanﬂ oleh UUPA 1960 o

Seja;ah ?ol:tni». Mrana di lmionesm e
a, Masa Pra-kolonial. '_ B
Sejak zaman pia~l\oloma] s*1mpa1 de;wan zaman
Orde Baru, se;arah keagrariaan di !ﬂdomsm
ditandai oleh ciri-ciri yang beiwama wam:
sesuai deng zm bambah ub*ihnya perguasa,
yang kebuakannya berbeda-beda. Tingkat
keberdayaan masyalakat pun refatif mengalaml
pasang surui.,

Pada umumnya dipersepsikan bahwa
dalam masyaral{at “kerajaan” {vang secara
sopuler disebut tata-’feadal™, terjadi
“pemerasan manusia oleh manusia™ Tetapi.
menurut pendapat saya, ferutama daiam konteks
Indonesia, tingkat keberdayaan masyarakat
masih relatifeukup. Rakyat dapat dengan bebas
mengelola sumber-sumber alamnya sepanjah'g
mereka bersedia memberikan “upeti” kepada
raja. Bahkan dalam konteks Jawa, dikenal apa
yang disebut “Desa Perdikan” {Desa Merdeka),
vaitu cdesa yang karena jasa-jasanya.
dibebaskan dari kuajiban membayar upeti.

Pada masa pra-kolonial di Indonesia,
aturan legal-formal mengenal keagrariaan dapat
dikatakan belum ada. Bahkan ketika sudah
terjadi kontak dengan Barat (melalui, a.l. VOC)
pun, “hukum™ menurut konsep Barat belum
terlalu dikenal. Yang berlaku adalah hukum adat.

b. Masa Kolonial,
Barulah pada masa pemerintakan kolonial
Tnooric di howsah 9 Thomae Stanford Baftles
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agraia. menurut konsep DBarat ‘mulai
d:pell\.ena kan, Tu_]uannya saderhana pula.
Raffles mgm_me_na_rfi\ pajak bumi. (Karena itu,
secara populer, jaman ini sering disebut sebagai
“zaman Jand rente”). Besamya pajak bumi itu
adalah 2/5 dari hasil produksi usahatani.

Agar penarikan pajak itu cermat, batas-
batas penguasaan tanah it harus jelas. Lahirlah
instansi- mstaHSI pemermtah yang tugasnya
menﬂukur batas-batas luas _pemilikan/
penguasaan tanah, dan menanl\ paiak bumi.
Beban pajak sebesar ity memang berat bagi
rakyat, tetapi lal\yat masih bebas untuk
menanam apa saja yang dikehendakinya.

' " Setelah perang di Eropa selesal, vaity
setelal Napoléon dikalahkan padatahun 1513,
nmka'pemerintah palarian Belandakembali dari
Inggris ke Belanda, dan urusan tanah jajahan 4i
Indonesta diserahian kembali kepada 3elanda,
pada tahun 1816, Namun di Indonesia Belanda
menghadapi berbagai perlawanan, yang
menwuncek pada pemberontakan Diponcgoro
(1825-1830).

Kondist keuanﬂan pemerintah Belanda
menjaéa morat-marit, Unfukomengatasi hal in
setelah Perang Diponegoro selesal; Gubernur
Jenderal Van den Bosch menerapkan kebijakan
vang terkenal dengan istilah culiwnrstelsel,
vang tak lain adalah sistem “tanam
paksa” Beban pajak bumi perorangan sebesar
2/5 dari hasil (warisan dari jaman Raffles),
cishaplns%an Tapi diganti dengan ketentuan
bahwa 1/3 dari tanah pertanian di tiap desa, wajib
ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor, dan
secara cuma-cuma harus diserahkan kepada
pemerintah. Rakyat dipaksa untuk melakukan
hal it

Dengan kekalahan Diponegoro, tingkat
keberdayaan rakyat dalam berbagai aspek
sangai menurun, Kebiiakan “tanam paks‘! itu

T e o4 e . -

Sementara itu, di Eropa saat it arus liberalisme
sedang merebak. Para pemilik modal swasta di
Eelanda merasa semacam iri-hati terhadap
pemerintah, dan wakil-wakil mereka di Parlemen
Belanda mulai menuniui agar urusarn-tanah
jaiahan tidak lagi hanya dipegang ofeh dua or-
ang (Raja dan Menteri Seberang Lautan),
metainkan harus dikelola melalui Undang-
Undang. Para pemilik modal swasta inginturut
menikmati hasil eksploitasi sumber-sumberalam
Indonesia. Inilak latar belakang ]ahnnya UU
Agraria Kolonial, 1870,

e. Masa Politik Liberal sampai Zaman Jepang
Kurun waktu davi sejak lahirnya UU Agraria
1870 sampai dengan peralihan abad 19 ke 20,
dikenal sebagai “zaman liberal”, karena atas
dasar Ul tersebut itulah kemudian berdatangan
modal-modal swasta (bukan saja dari Belanda,
tapt juga asing lainnya) di Indonesia. Lahiriah
petkebunan-perkebunan besar terutama di Jawa
dait Sumatera. '
Dengan slogan “pembebasan ekonomi™,
diharapkan kondisi masvarakat indonesia akan
menjadi sejahiera. Yang terjadi ternvata
sebatiknval Hka di zaman tanam palesa, tingkat
keberdayvaan rakvat sudah surul, dimasa liberal
int lebih-febih lagi. Kondisi masyarakat vang
semakin buruk ini bahkan mengundang kritik
tajam dari pakar-pakar Belanda sendiri. Tanah-
tanal rakyat tergusur menjadi tanah-tanah
periebunan besar. Petani berubah meniadi buruh
kebun dengan segala duka nestapanya.
Kemiskinan meningkat, kesehatan merosot.
Kritik para palaar Belanda sendiri tersebut,
vang memuncak pada apa vang dikenal sebagai
“gugatan Van Kol”, akhirnva melahirkan
kebijakan “Politik Etis” pada awal abad-20,
disertai pula dilakukannya penelitian mengenai
kemiskinan. Kebgakan tersebut merupakan
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enam program yaitu: irigasi; reboisasi,
1ransmw:a51 pendsdzkan kesenatan, dan
perl« red:mn Sekalipun pmffram._program_ ini
bukannya tanpa hasil, mamun - kondisi
masyarakat yang tetap sengdaia v akhirnya
melahirkan “gerakan-gerakan ‘menuntit
kc,max dekaan, Selama Pef:fang Duonia I\edua In~
' éc;nessa diduduki Jepang. Karena dalam suasana
_chn“ n;akfz fak banyak nerub'ﬁmn kebijakan
yang menyangkitt agraria. Tapi ada duahal yang
bxsa dicatat. Permmc: rakyat dzwaub%\an
memnam tanaman “jarak?, jenis tanaman yang
bijinya konon dapat dipakai sebagai bahan
untuk di proses menjadi bahan bakar pesawat
terbang, Kedua, perkebunan-perkebunan besar
milik swasta Barat banyak vang terlantarkarena
ditingzalkan olel pemiliknya. Rakyat kemudian
menduduki dan menggarapnya, Pemerintah
Jepang membiarkannya, bahkan meudorongnya
agar rakyat menanam tanaman-tanaman bahan
minyak (seperti Ssereh”, misainya).

d, Masa Indonesia Merdeka
Kurun wakeu antara 1945 s/d 1998, kita bagi saja
menjadi dua, vaitu masa sebelum Orde Baru,
dan masa Orde Barw, Sebab, dua era itulah pada
hakekatnya, vang mencerminkan perbedaan
yang sangat mencolok dan mendasar mengenai
arah kebijakan politik makro.

Sebelum Orde Bary, selzalipun diwamai
Juga oleh berbagai macam gejolak politfk, namun
langit Indonesia tetap dilipuii oleh semangat
yang sama, yaitu: Safu Indonesia vang berdaulat,
yvang ekoneminya sedapat mungkin mandiri,
vang segaia sesuatunya fetap mendasarkan
pada kebudayaan bangsa sendiri, dan dalam
kancah dunia fetap berpegang pada politik
“bebas dan aktif’. Semua golongan, semua
partai, semua lapisan masyarakat, sedikit atan
banyak, tetap memiliki semangat itw.

“Tapi -sebenarnya vang. berganti ‘hans

kapitulasi terhadap modal asing, dengan akibat
sepetti yang telah kita saksikan sekarang, ...

+ Perbedaan dasar :secara makro . ifulah
yang juga tercermin dafam perbedaan kebijakan
agraria. Sebelum Orde Baru, khususnya sebelum

lahirnya UUPA, golongan/partaivang b{:_f}{uasa

berganti-ganti. Itulah, antara lain sebabnya,
mengapa panitia perumus UUPA itu juga
berganii-ganti sampaz lima kali (selamg, 12 mhuu)

Ketuanya. Susunan anggotanya kurang ebJ
tetap .sama, dan -pembahasannya -pun
berkelanjoian. karens, semangatnya samal

bemperkuat Posisi Rakyat : Problema dan
Taniangannya

Pertama-tama, barangkali kita perlu kembah
kepada masalah istilah. Mungkin, saya memang
berbeda pendapat dengan banyak orang.: Kita
sering mendengar pernvataan “rakyat/
masyarakat berhadapan dengan negara”. Bagi
saya, ini menyesatkan. Dalam istilah “negara”,
di dalamnya terkandung rakyat. Tidak .ada
negara tanparakyaf. Barangkali yang dimaksud
adalall  “rakyat berhadapan dengan
pemerintah”. Jadi, harus dibedakan antara
“negara’dan “pemerintah”

Jika landasannya adalah demokrasi, maka
“Negara adalah organisasi kekuasaan seluruh
rakyat”. Sedangkan “pemerintah” adalah bagian
dari negara, yaitu terdiri dari sekelompok orang
dan/atan lembaga vang diberi wewenang untuk
mengelola negara ita sendiri. Konon, Bung
Hatta pernah bertutur bahwa “seharusnya
masyarakat bukan berhadapan dengan negara,
{justru) karena negara adalah alat masyarakat
untuk menjamin keselamatan uvmum”,

Yang kedua adalah istilah “posisi”.
Berbicara tentang posisi, mau tidak mau, kita
perlu berbicara tentang strokiur, Dalam artian
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Bung Hatta: “Harus ada ‘demokrasi ekonomi’,
yang memaka) dasar bahwa segala penghasilan
yang: mengenai penghidupan orang banyak
harus berlakuy df bawah ranng'zgarz orang
banyak Juga? S
_ 'Salah satu upaya mew: u]udlxan demoi\: asl
k_o_nomi_ltu_ adalah mengubah struktur
masyarakat - méelaui “penataan . kembali
peﬁgu:asaan_ aset,'yang dalam ‘masyarakat
‘agraris, utamanya adalah tonglh, danir. Initah
salah satu latar belakang lahirnya UUPA-1960.
Sebelum akhirnye dibentuk Papitia Agraria
Yogya ( 1948), Bung Hatia pernah memberikan
semacam “fatwa?, terdiri dari 16 butir, dua
diantaranya adalah:-(1) fanah jangan dijadikan
barang dagangan; {2) tanah-tanaly perkebunan
besar itu, dahulunya adatah milik masyarakat!
Sekarang ini, masalah yang kita hadapi
bukaniah masatah yang ringan, melainkan
kompleks dan berat. Kondisi makro nasional
kita, sesungguhnyalah sangat suram. Kita
sudah terlanjur terjerumus ke dalam jebakan
hutang yang terlala parah. Implikasinya, Indo-
nesia tidal lagi begita bebas untuk bergerak.
Artinya, komitmen-koinitnzen pelitik di forum
internasional yang dibuatolel Orde Bary yang
sebenarnya merugikan, tidak dapat begitu saja
dibatalkan. (Ini berbeda dari zaman Bung Kame!
Karena, saal ftu Indonesia jauh lebih mandisi).
Kondisi seperti sekarang ini, jauh-jauh
hari sudah dibayangkan oleh para pendiri
Republik kita, Landasan-landasan dasar yang
dibangun dengan susah payah oleh para pendiri
negara ini telah dilnlubi-lantalkkan oleh Orde Baru
selama tiga dasa warsa. “Pembangunan™ Orde
Baru telah merusak pembangunan itu sendiri.
Jiwa kemandirian hilang, semangat kebersamaan
merosot, keadilan lenyap, kesenjangan sosial
meningkat, kondisi lingkungan rusak bera,
kekayaan alam terkuras, dan sebagainya.

Kondisi makro tersebut sedikit atau
banyak mengimbas juga ke bawah. ke cheféh
daerah, Pragmatisme dan cara ber p;lﬂr untuh
kepentingan jangka pendek telah mendomumsn
sebagian besar rakyat kifa karena memang hal
itu dipromosikan selama Orde Baru, (Baizkan
sampai sekarang, sebagian intelekiual k;tapun
masih bersikap demikian), Semangat perémﬁcﬁn
vang ingin mengejar keuntungan pribadi denaan
cepat, dengan pengorbanan sesedikitm uzw :_in
telah menjalarkemana-mana. a

Demikian itulah, kordisi dan tantangan
vang kita hadapi. Masalahnya adalah masalah
“penyadaran”, bukan saja pada tingkat mikro
rakyat bawah, tapi juga pada tingkat meso
{(lapisan-intelektual} dan makre nasional (para

elite penguasa).

engingat semua itu, maka saya pi badi
memandang bahwa dilihat dari segi visi para
pendiri Republik, Indonesia sekarang ini telah
mengalami sethack seratus tahun. Kita_sepert
harus kembali kepada situasi tahun 1208 ketika
kita mulal membangkitkan kesadaran bahwa
sebenarnya lita mampu mandiri.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa
sekarang ini pada hakikatnva bukan era
meleinkan era “perjuangan
. Sebab, ciri-cir
lenyap.

reformasi,
kemerdekaan vang kedua”
bangsa merdeka sudah hampir
Keuangan kita, tidak mandivi, Politik Luar Negeri
kita, tidak mandiri (sebagai akibat}). Aparat
negara sedang kehilangan arah, sehingga “ke
luar”, wibawa bangsa menjadi merosot, sedang
“ke dalam” diobok-obok oleh rakyat sendiri
(akibat kesalahannya sendiri, yaiiu dipakal
sebagai alai represi semasa era Orde Baru). Ciri
terakhir, sebagal negara agraris petaninya justru
tergusur dari tanshnya, terkendala aksesnya
terhadap sumber-sumber alam utama fainnva,
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i Aya &&H;Haﬁ.ﬁﬁw aknkan o
Urzian ringkas dan “umum” telsebuz cit

atas sekadar untuk menunjukkan bahwa..

problema dan tantangan yang kita hadapi
memang kompleks. Barena itu perlu dicatat dulu

hahwa semuanyva it bermugrs kepada {atay

: -ﬁei‘-wﬁriahi;z}'ie-h‘ sitvashyangsudah sangat kita

_ sis”, ‘yang bukan-saja
tapi kompleks dan “toial”
visis memang bermacams

1em}udzmenm
{n}"z%um} efiy
macamiiergantung kubt teorl vang mana). Tapi

dulam setu hal caensmya sama, Yaltu bahwa,
. problems for which cusicmary solusions

crisiy requires the devel-
BE

are noi adeguate. 4 &
opmeni of new modes of thought and action

Menghadap: semuanya Ity menur 1t
pendapat saya, ada-beberapa landasan pokok,
vang dapat dijadikan dasar uniuk dijabarkan
menjadi langkah-langkah apa yang diperlukan.

Perigma, menghadapi masa suram-itu,
kita tidal; harus pesimis, atau sekadar menghujat
ke masa lale {walaupun ini perlu), tetapi justru
harus menebalkan semangat baja untulo tetap
konsisien, dan meningkatkan kepedulian kita
terhadap berbagai ketidakadilan yang menimpa
rakyatl banyak,

Kedua, dalam rangka partisipasi kita
untuk keluar dari situasi “kristal”,kita_perlu
terus-imenerus mengembangkan corak-corak
pemikiran baru, dan tidak terpaku kepada dalil-
dalil atan rums-numus solusi konvensional.

Keriga, kita perfu memahami benar-benar
{melalui kajian vang serius) mengenai xoadisi-

.mmwg&h intel eiauai gjemuman un
tingkat mikyo {rak]

dilaku¥an secara partisipatif dan dlaZO“}‘a

«.kondisi.obyekiif tingkat mikro (daerah maupun

tokal, dan variasinya). Kita Terlu

mengidentifikasi secara cermai, mana yang

' :mempalfan kear zfdn lokal dan mana yang bul“m

!&uempaz langkah advokasi

vat bawah). . R
-.Aehnm, pdd‘l tin Hhat mjim adve

namun {ntinya-tetap: "penjad"nan i

mencakup sedikitnya empat hal: g

{1 Penvadaran bahwa rakyat iu mf_mpun} ai

“daya”, bahwa mereka mampu m andui, Rasa
__pei caya diri akan mampu menangkat moner
politics. . .

(Zy. Penyadaran bahwa “daerah™ iiy
mempunyai kearifan-kearifan tokal, tapi juga
mempunyai kekurangan-kekurangan.

{3) Penyadaran bahwa bagaimana pun juga,
dunia ini selaluberubah. Karena itu, unsur-
unsur bart vang bermanfaat dan tidak
merusak. perliz dipahami, dikenal, dan tidak
harus a’priori difolak (misalnya unsur-unsur
teknologi “baru). Pengenalan dan
pemahaman ifu diperlukan agar mereka
mampu membedakan mana yang perlu
ditoiak, dan mana yang dapat diterima.

{#) Penyadaran bahwa untuk memperkuat
posisi mereka, mereka perlu berorganisasi.
Dengan demikian, tangkah-langkahnya

menjadi bertanggung jawab.***
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